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IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE CAMAT IN
ADMINISTRATION OF PUBLIC GOVERNMENT
IN SINABOI DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY

ABSTRACT

This research 1s useful for knowing the implementation of the camat's
duties in fostering. the rules of government administration in the Kepenghuluan in
Sinaboi District, Rokan Hilir Regency. The assessment used in this study contains
indicators selected by the author based on the opinions of experts including the
provision of " instructions;.| providing " training’and education,~and providing
guidance. This research.is located in Sinaboi District,’ Rokan Hilir.Regency with a
qualitative  descriptive type, namely describing and summarizing various
situations with variables that exist in the object of research. whose data collection
uses observation, interviews and documentation methods with purposive
sampling, namely the technique of collecting data sources with certain
considerations, this consideration is for example the person who is considered to
know best about what the author expects, or maybe he is the ruler so that it will
make it easier for researchers to explain the object/social situation studied were 11
informants. Meanwhile “perceptionist analysis" is a data analysis technique used,
meaning that it is a method used to manage data information in the form of the
informant's perception of the problem being studied. Based on the results of the
analysis, it is concluded that the implementation of the sub-district's duties has not
been carried out.properly.

Keywords: Tasks, Guidance, Government-Administration



PENYELENGGARAAN TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA TERTIB
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEPENGHULUAN
DI KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

Penelitian Ini berguna untukmengetahui penyenggaraan tugas camat
dalam membina. tata tertib Adminstrasi. Pemerintahan di “Kepenghuluan se
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Penilaian yang digunakan dalam
penelitian ini-memuat indikator-indikator..yang dipilih oleh penulis berdasarkan
pendapat para ahli diantaranya yaitu pemberian/petunjuk, pemberian pelatihan dan
pendidikan, dan pemberian bimbingan. Penelitian ini* berlokasi- di Kecamatan
Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dengan tipe Deskriptif Kualitatif yaitu
menggambarkan dan meringkaskan berbagai situasi yang variabel yang ada pada
objek penelitian. yang pengumpulan datanya menggunakan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi dengan penarikan sample_purposive sampling, yakni
teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan ini
minsalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang.apa yang penulis
harapkan, atau. mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan
peneliti menjelaskan objek/situasi social yang diteliti terdapat 11 orang informan.
Sementara “Analisis persepsionis” merupakan teknik analisis data yang
digunakan, artinya adalah cara yang digunakan untuk mengelola informasi data
yang berupa persepsi informan terkait masalah yang sedang di teliti. Berdasarkan
hasil analisis tersebut maka disimpulkan bahwa penyelenggaraan tugas camat
belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci : Tugas, Pembinaan, Administrasi Pemerintahan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

keadilan s0Sia a Re 3 a_ Kesatuan yang
memberika | epada pemerintahan daerah men enggarakan otonomi
daerah secara nyata da Jung jaws i 3 mewujudkan sasaran

pembanguna

Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu
mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam menyelenggarakan Pemerintah di Negara Republik Indonesia,
untuk mempermudahkannya maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi dalam daerah besar dan kecil. Daerah besar dan kecil yang dimaksut yaitu,

! Undang-Undang Dasar 1945
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daerah besar adalah Pemerintahan Daerah Provinsi sedangkan daerah kecil adalah
Pemerintahan Kota dan Kabupaten?. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 diganti dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dikatakan /3 nan intah : diri dari Provinsi dan

v,

Se

N
o
—
@D
(o)
QD
%)
oy
QD
>

bahwa ya

urusan pe

AN

Daerah (DF Jomi ¢ '1;'_ - an dengan prinsip

Otonomi se

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu
pada definisi normatif dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, maka unsur
otonomi daerah adalah :

a. Hak

? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
? Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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b. Wewenang
c. Kewajiban Daerah Otonom
Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

2. ayat (1) adalah
enangan Pemerintah
3 d pada ayat (1)

Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah. Urusan
Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi
menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan

urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

¢ Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
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4. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah.

5. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

TS :

§ 2 C&.

Pada tangga

17 tahun 20

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

> Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan



1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di Kepenghuluan/Kelurahan dan Kecamatan;

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja
Kecamatan;

3. efektivitas, kegiatan pemberdayaan«masyarakat di wilayah
Kecamatan; dan

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
kepada bupati/wali kota;

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
kepada bupati/wali kota

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1. 'sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali
kota;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang
terkait;

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan, meliputi:
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1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah
dan instansi terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
dan kegiatan vertical terkait.

3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

serta mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa tersebut meliputi
juga pembinaan administrasi Pemerintahan, administrasi Pemerintahan tidak bisa
dilepaskan dengan penyelenggaraan Pemerintahan karena hanya dengan
administrasi Pemerintahan yang tertib tugas-tugas Pemerintah tersebut dapat

dijalankan.



Pemerintah Kecamatan adalah suatu yang berfungsi menjalankan fungsi
Pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat, serta pemerintah
kecamtan bisa dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi Pemerintahan yang
berada lebih tinggi dari Pemerintahan Kepenghuluan atau Kelurahan menjalankan
tugas-tugas pemerintahan  berdasarkan - pelimpahan-pelimpahan. beberapa
wewenang baik wewnang secara | atributif 'maupun wewenang secara delegatif.
Suatu organisasi akan berjalan dan bergerak maju sangat tergantung dari upaya
pembinaan, oleh karena itu di dalam suatu organisasi proses pembinaan sangat
berperan penting dalam organisasi . pembinaan mempunyai tujuan yang jelas
karena fungsi ~pembinaan berhubungan langsung. “dengan upaya dalam
meningkatkan kinerja pegawai, pembinaan dilakukan untuk member pelayanan,
pengabdian sosial dan membuat para pegawai melakukan tugas dan fungsinya
sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 menyebutkan
Desa adalah Desa dan Desa adat disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan_mengurus.urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan perangkat kecamatan

menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan,



pembangunan, kemasyarakatan baik dalam melaksanakan urusan atributif maupun

delegatif.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memperoleh pelimpahan sebagian

wewenang Bupati® atau Waliketa_untuk menangani sebagian urusan Otonomi

Daerah yang disebut tugas Delegatif.

Administrasi Desa dijelaskan dalam/ Permendagri yaitu Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administarsi Pemerintahan Desa’.

Adapun jenis-jenis buku Administrasi Pemerintahan Desa:

1. Administrasi Umum, berisi kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai

kegiatan Pemerintahan Kepenghuluan pada buku Administrasi Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

—SQ@ o oo o

Buku data Peraturan di Kepenghuluan;

Buku data Keputusan Kepala Kepenghuluan;

Buku data Inventaris Kekayaan Kepenghuluan;

Buku data Aparat Pemerintahan:Kepenghuluan;

Buku data Tanah Milik Kepenghuluan/Tanah Kas Kepenghuluan;
Buku Data Tanah di Kepenghuluan;

Buku Agenda;

Buku Ekspedis';

Buku Lembaran Kepenghuluan dan Buku Berita Kepenghuluan.

2. Administrasi Penduduk, ‘merupakan Kkegiatan pencatatan data dan informasi

mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku Administrasi penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

®o0 o

Buku data Induk Penduduk Kepenghuluan;

Buku data Mutasi Penduduk Kepenghuluan;

Buku data Rekapitulasi Jumlah Penduduk;

Buku data Penduduk Sementara; dan

Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

® peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administarsi Pemerintahan

Desa
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3. Administrasi Pembangunan, merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat
dalam Administrasi

Pembangunan, sebagaimanandimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Kegiatan Ba .t

Administrasi Bada
b. Kegiatan musyawara
Kepenghuluan; dan
c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan/Lembaga Adat
dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan/Lembaga Adat.

uan dalam Buku musyawarah

Administrasi pemerintahan Desa diperlukan untuk mempercepat dan
peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kinerja pemerintahan

Kepenghuluan dituntut lebih meningkatkan kinerjanya dalam proses tertib
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administrasi Desa, kinerja tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang
optimal dari pemerintahan yang ada diatasnya.

Pada tahun 1960 bahwa SINABUS atau CINABUY menjadi SENEBUI

termasuk didalanr ngkalis Dan sejalan

e LSS A Al S

yang terbentuk : : 1 a Daerah Tingkat |

Riau Nom = ) ] d Tentang Pembentukan

Pemekaran Sinaboi yaitu Kepenghuluan Darussalam.

Batas wilayah Kecamatan Sinaboi yaitu sebelah Utara berbatasan dengan
Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kota Dumai, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan

Kecamatan Bangko.
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Luas wilayah Kecamatan Sinaboi adalah seluas 33.548 KM? yang terdiri
dari 5 Kepenghuluan dan 1 kelurahan. Regulasi kepenghuluan diatur pada Perda

No 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Penghulu.

Tabel 1.1 Nama Kepenghuluan, jumlah. penduduk, dan jumlah KK pada
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir
No Nama Penduduk Jumlah Jumlah KK
Kepenghuluan |7 aki - aki Perempuan Penduduk

1 Darusalam 956 1087 2043 480

2 Sungai nyamuk 1452 1308 2760 920

3 Rajabejamu 2578 2454 5032 1045

4 Sungai bakau 1394 1631 3025 800

5 Sinaboi P73 1301 2623 750

6 Kel.Sinaboi Kota 1472 1824 3676 919
Jumlah 9.997 9.136 19.133 4,914

Sumber : Kantor Camat Sinaboi 2021

Keberhasilan Camat dalam membina perangkat Kepenghuluan akan
berdampak sangat positif terhadap perkembangan Kepenghuluan sehingga
kemajuan dan kesejahteraan-akan tercapai. Fakta hahwa perangkat Kepenghuluan
memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang rendah seharusnya tidak
luput dari perhatian Camat.

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Anggota BPKep ini
berasal dari kalangan adat, pemuka agama.dan tokoh/pemuka masyarakat dari
setiap dusun yang ada di ke 3 Kepenghuluan Kecamatan Sinaboi Kabupaten
Rokan Hilir.

Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, yang kemudian

disingkat BPKep adalah wakil dari penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan

yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPKep dipilih dari
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dan oleh anggota BPKep. Masa jabatan anggota BPKep adalah 6 tahun dan dapat
diangkat/ diusulkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Terkait pembinaan yang pernah dilakukan Camat dalam membina tertib

1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

-
-

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

administrasi  pe hulu tkan bahwa telah
melaku i an. Selain
itu terk &WQH&QW’, bina tertib
N R,
administr i ah?l
Tabel 1.2 dan Nama
Kepenghu
Jenis bu —F a
administ . ‘; :__-'
Kepenghu 4 T
D am Sungai Sinaboi
Buku Admin teri isi risi
Umum
1. Buku
Peraturan uku dat dat u data keputusan
2. Buku A ku da_ta
- ventarisKepenghulua
keputusan
kepala Buku data
Kepenghuluan 3'm aparatpemerintahanKe
3. Buku data u penghuluan
inventaris Buku data tanah milik
Kepenghuluan Ke u Kepenghuluan/tanah
4. Buku data | tanah uan kas Kepenghuluan
' Kepenahulua data tanah Buku data tanah di
aparat Peng i Kepenghuluan Kepenghuluan
pemerintahan tanah kas 5. Buku agenda Buku agenda

Kepenghuluan
5. Buku data
tanah
milik
Kepenghuluan/
tanah kas
Kepenghuluan
6. Buku data
tanah di
Kepenghuluan
7. Buku agenda

Kepenghuluan
4.Buku data tanah di
Kepenghuluan

6. Buku ekspedisi

Buku Ekspedisi
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Jenis buku Nama Kepenghuluan
administrasi
Kepenghuluan

Darussalam Sungai bakau Sinaboi

8. Buku ekspedisi

1 vdwnyo(]

Buku Administrasi
Penduduk ‘
1. Buk 3 ; ata inc data induk

AP disay yepepe

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Buku Administras

Keuangan

Kepenghuluan

1. Buku anggara : Buku anggaran
penerimaan S penerimaan

2. Buku anggaran . Buku anggaran
pengeluaran pengeluaran rutin
rutin . Buku anggaran

3. Buku anggaran pengeluaran

pengeluaran pembangunan

pembangun . Buku kas umum

an

Buku kas umum

Buku kas

pembantu

penerimaan

6. Buku kas
pembantu
pengeluaran
rutin

7. Buku kas
pembantu
pengeluaran
pembangunan

4.Buku Kas umum

o~
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Jenis buku Nama Kepenghuluan
administrasi
Kepenghuluan
Darussalam Sungai bakau Sinaboi
Buku Administrasi | Yang terisi : Yang terisi : Yang terisi :

Pembangunan
1. Buku  rencana

(BPKEP)
1. Buku
anggota BF
2. Buku
keputusan
BPKEP
3. Buku data
Kegiatan
BPKEP
4. Buku
sekertariat

n LN

5 L)
-

lengkap. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa buku yang belum lengkap
seperti buku-buku data administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi
keuangan, administrasi pembangunan dan administrasi badan permusyawaratan
Kepenghuluan.

Dapat kita lihat bahwasannya masih adanya mengenai kondisi umum

penerapan Administrasi Kepenghuluan yaitu pada buku-buku data adminsitrasi
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umum Kepenghuluan,data administrasi penduduk Kepenghuluan,dan data
administrasi pembangunan Kepenghuluan yang berada pada Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir yang belum terisi sebagaimana mestinya. Inilah yang
menjadi latar belakang penulis.untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi
tidak terisinya buku-buku tersebut. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa
saja yang menyebabkan tidak terisinya buku tersebut.

Masalah yang sering kali dihadapi oleh banyak organisasi Pemerintahan
Kepenghuluan adalah dalam ketersediaan.- dan penataan administrasi
Kepenghuluan yang baik dan tertib. Dalam hal ini ketersediaan data yang akurat
dan dinamis dalam penyelenggaraan administrasi_di* Kepenghuluan. Untuk
memaksimalkan™ tugas dan fungsi Perangkat Kepenghuluan, hambatan utama
adalah masih terbatasnya sumber daya aparatur Kepenghuluan yang betul-betul
menguasai dibidang administrasi Kepenghuluan.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti_mengenai buku data
administrasi Pemerintahan Kepenghuluan yang berada di Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir, yaitu di kepenghuluan Darusalam, Kepenghuluan Sungai
Bakau dan Kepenghuluan Sinabei karena adanya permasalahan terkait ada/tidak
ada, terisi/tidak terisinya buku data administrasi pemerintahan Kepenghuluan
tersebut dan apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh Camat.

Dari beberapa Kepenghuluan, yang ada di Kecamatan Sinaboi ini, tugas
Camat sebagai pembina Administrasi Kepenghuluan sangat penting dalam
memacu perkembangan Kepenghuluan kearah yang lebih maju. Lambatnya

perkembangan Kepenghuluan dikecamatan Sinaboi berdasarkan observasi awal
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penulis menemukan ada 3 Kepenghuluan yakni Kepenghuluan Sungai Bakau,
Kepenghuluan Darusalam, dan Kepenghuluan Sinaboi yang terindikasi
Administrasi Pemerintahannya belum terisi secara optimal sebagaimana mestinya,
seperti dalam pengisian Buku-Administrasi.Umum, Adminsitrasi Pembangunan

dan Adminsitrasi Kependudukan.

1.2 ldentifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan dilapangan yang penulis lakukan pada Kecamatan
Sinaboi Kabupaten terdapat beberapa identifikasi permasalahan, adapun
fenomena-fenomena yang penulis temukan dalam penelitian tersebut adalah :

1. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
dijelaskan bahwa salah satu tugas Camat adalah pembinaan yang dilakukan
Camat yaitu membinadan mengawasi- penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Kepenghuluan, tetapi di Kantor Kepenghuluan Sungai
Bakau, Kepenghuluan Sinaboi, dan Kepenghuluan Darusalam buku yang
berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan Kepenghuluan masih belum
lengkap.

2. Di dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dijelaskan bahwa
pembinaan dilakukan Camat yaitu memberikan bimbingan, supervisi dan
konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kepenghuluan,
tetapi di kantor. Kepenghuluan yang ada pada kecamatan Sinaboi masih
adanya staf Kepenghuluan yang masih kurang paham dalam mengisi Buku
Administrasi Kepenghuluan tersebut.

3. Belum adanya Peraturan.Kepenghuluan (PERKep) pada Kepenghuluan
yang dibuat oleh BPKep bersama Kepala Kepenghuluan sebagai pedoman
bagi masyarakat Kepenghuluan dalam bertindak di Kepenghuluan.

Pada Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, sebagai tempat
penelitian penulis, menurut pengamatan penulis menunjukan bahwa dalam
pelaksanaan tugas terutama dalam adminsitrasi pemerintahan Kepenghuluan

belum terlaksana dengan baik.
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Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik

sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi

yang belum terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai dengan ketentuan, baik

k mengkaji

mengenai : : asli Pemerintahan

Kepenghul 2camata i : : dengan judul

penelitian Penyelenggars: 1s ale bina Tertib

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi di lapangan.
Maka, dengan keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada, maka peneliti
membatasi masalah pada pelaksanaan tugas camat dalam membina dan mengasi
tertib administrasi pemerintahan pada 3 (tiga) Kepenghuluan saja tepatnya di

Kepenghuluan Sungai Bakau, Kepenghuluan Darusalam dan Kepenghuluan
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Sinaboi di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir saja. hal ini disebabkan

menurut pengamatan penulis ke-3 Kepenghuluan ini memiliki kelengkapan buku

administrasi desa yang paling sedikit.

2. Sebagai bahan masukan terutama bagi pihak Pemerintah Camat dalam
Melakukan pembinaan tertib Administrasi Kepenghuluan Di

Kecamatan Sinaboi.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

berikut ini

Kybernologi.

Kybernolog 2011:7 llmu
Pemerintahs abs /ang mempe memenuhi dan
melindungi kel an se 3 : oublik dan layanan-
civil, dala , E : ga dapat éﬂ' ima pada saat
dibutuhkan g £ Berdas tersebut dapat
dikontruksikan p itu terdiri dari :

1.

2.

3.

4, : ung jawab pemerintah.

5. Hubungan Pemerintahan.

6. Pemerintah yang dianggap dapat menggunakan kewenangan,

menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang seperti itu.

8. Bagaimana pemerintah memberikan kewenangan, menunaikan
kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang

diperintah dan perubahan zaman.

/ Ndraha, Taliziduhu,. Kybernologi lmu Pemerintahan Baru (Jakarta:Rineka Cipta, 2011) him 7
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Menurut Drs. Musanef (dalam Syafiie, 2013;32) llmu Pemerintahan dapat

di definisikan® sebagai berikut :

a.

Ilmu yang dapat menguasai dan memimpin dan menyelidiki unsur-
unsur dinas;berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan
antara« dinas-dinas..itu dengan..masyarakat yang kepentingannya
diwakili oleh dinas itu,atau

. lImu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik, dari

setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara
sistematis problema sentralisasi; desentralisasi koordinasi pengwasan
kedalam dan-keluar,

. lImu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan

antara pemerintah dengan yang diperintah, dapat diatur sedemikian
rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan
antara pihak yang satu dengan pihak yang lain,dan mengusahakan
agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan
efesien dalam pemerintahan,atau

. lImu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum

dalam arti yang seluas-luasnya,baik terhadap  susunan,maupun
organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa,sehingga
diperoleh metode-metode bekerja. yang = setepat-tepatnya untuk
mencapal tujuan negara.

Menurut D.G.A Van-Poelje dalam Syafiie (2011:21) llmu Pemerintahan

adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan pimpin dengan sebaik-

baiknya.® Menurut U.Rosenthal (dalam syafiie,2011:9) Ilmu Pemrintahan adalah

ilmu yang mengetahui studi tentang cara penunjukan cara kerja kedalam dan

keluar struktur dan proses pemerintahan umum.*

Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie,2011:9) IImu Pemerintahan dapat

diartikan sebagai ilmu yang memepelajari tentang cara bagaimana lembaga

® Drs. Musanef (dalam Syafiie) Birokrasi Pemerintahan Indonesia(Bandung: CV Mandar Maju.

2013) him 32

°D.G.AVan Poelje (dalam Syafiie) Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta. 2011)

him 21

1% y.Rosenthal. ibid, him 9
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pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun

keluar terhadap warganya.**

2.1.2 Konsep Pemerintahan

obert Mac lver

terdiri  atas

<

A CLEY

erintahan  yang

J berbasis pada

Wk

ergantung pada

Dalam Yusri Munaf (2016:47) Bentuk Pemerintahan pada dasarnya

menyatakan struktur organisasi dan fungsi Pemerintahan.** Good Governance atau

' U.Rosenthal. lockcit, him 9

2 Rahyunir rauf, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pekanbaru: zanaf publihsing 2018)
him 6

 Yusri Munaf, hokum administrasi negara (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publis .2016) him 47
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penyelenggaraan pemerintaha yang baik dalam Yusri Munaf (2016:64) membagi

asas-asas pemerintahan yang baik menjadi 2 golongan,* yaitu :

1. Golongan | dilihat dari proses/prosedurnya, dimana dalam pembuatan

keputusan dan kebijakan-harus memperhatikan:

a. Pejabat yang mengeluarkan kebijakan/keputusan tidak boleh

mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan.

. Kebijakan keputusan yang dibuat ‘tidak boleh merugikan atau

mengurangi hak-hak warga Negara. Kebijakan keputusan tersebut
harus tetap membela kepentingan rakyat, dan

. Antara konsiderans (pertimbangan atau motivasi) dengan dictum atau

penetapan keputusan tersebut harus sesuai dan didasarkan pada fakta-
fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Golongan Il dilihat dari kebenaran fakta-fakta, yaitu :

a.

Asas larangan kesewenang-wenangan.

Kesewenang-wenangan. ini bisa timbul apabila perbuatan pejabat atau
keputusan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan semua faktor
yang relevan dengan perbuatan pejabat atau keputusan yang
bersangkutan secara lengkap dan wajar. Salah satu ciri dari pejabat
yang sewenang-wenang radalah, ‘tidak mau dikritik, sulit untuk
mendapat masukan/pendapat.

. Asas larangan penyalahgunaan wewenang atau larangan detournement

de pouvoir

Penyalahgunaan wewenang terjadi bilamana wewenang digunakan
untuk tujuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan maksut dari
wewenang itu diberikan atau ditentukan Undang-Undang.

. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang
mengutamakan landasan perturan perUndang-Undangan, keputusan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
kolektif .

. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

" Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.2016) him

64
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terhadap penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara .

f. Asas Proporsionalitas
Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara Negara.

g. Asas Profesionalitas
Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
yang berlaku.

h. Asas Akuntabilitas
Asas akuntabilitas.adalah asas yang.menentukan bahwa setiap ndan
hasil akhir.sdari~ kegiatan  penyelenggaraan Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesual dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan.
Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan
yaitu monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria
jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Kelompok ajaran
klasik tersebut pertama kali~berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan
dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Polybus.

Sedangkan dalam teori modern bentuk Pemerintahan dibedakan antara
bentuk monarkhi, ‘dan._‘republik. Pembagian bentuk Pemerintahan menjadi
monarkhi dan republik,pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli dalam
bukunya yang berjudul “Il Principe”. Pada perkembangannya, secara umum
bentuk pemerintahan yang banyak diadopsi ialah dari teori modern Terdapat
perubahan dalam paradigma pemerintahan dimana dalam paradigma lama
pemerintahan memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi

pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki
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objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu
proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.
Good Governance berasal dari istilah governance dikenal sekitar awal
decade 90-an yang merupakan paradigma baru-dalam pemerintahan.
Menurut Syafiie (2013;133) Secara etimologi kata pemerintahan berasal
dari kata “Perintah” yang kemudian méndapatimbuhan sebagai berikut™ :

1. Mendapat awalan “pe”menjadi kata “pemerintah™ berarti badan atau
organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.

2. Mendapat akhiran “an” menjadi  kata “pemerintahan” berarti
perihal,cara,perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan
memiliki legitimasi.

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting

yang terkandung didalamnya,yaitu sebagai berikut :

a. Ada dua pihak,yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak
yang diperintah disebut rakyat.

b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk
mengatur dan mengurus rakyatnya.

c. Pihak 'yang diperintah ‘memiliki Kkeharusan untuk taat kepada
pemerintah yang sah (dalam bahasa arab dikenal dengan “sami’na
wa’ata;na).

d. Anatara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah
terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Taliziduhu ndraha (2011:6)« Pemerintahan adalah organ yang
berwenang memproses pelayanan- publik serta berkewajiban memproses
pelayanan sipil bagi setiap orang dengan gabungan pemerintahan, sehingga setiap
anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan,
sesuai dengan tuntutan yang diperintah.*® Dalam hubungan ini,bahwa warga

Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di

v Syafiie, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) (Jakarta: Bumi Aksara 2013)
him 133
'® Taliziduhu Ndraha, Kybernologi ilmu pemerintahan baru (Jakarta: Rineka Cipta 2011) him 6
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wilayah Indonesia,berhak menerima layanan sipil tertentu,dan pemerintah wajib
melayaninya.

menurut R.Mac Iver (dalam Syafiie, 2010:10) pemerintahan itu adalah

kekuatan c < uan . 3 atan perang, yang
kedua harus mempunya an legislatif atau dala pembuatan Undang-

Undang, y etiga ai ke al ¢émampuan untuk

dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Dengan

demikian dapat diasumsikan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang

7 R.Mac Iver (dalam Syafiie), Pengantar limu Pemerintahan (Jakarta: Refika Aditama. 2010) him
10
'8 C.F Strong (dalam Syafiie), ibid.
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dekat rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pelayanan

yang diberikan Rasyid (1997:10).%

2.1.3 Konsep Pemerintah Daerah

Daerah,
penyelengg : i d ; omi selaksanaan urusan
pemerintahan = ye s . Sedangkan

Pemerintahan . 1S3 pemerintahan oleh

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksut dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%°

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara
demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh

* Rasid, M. Ryas, makna Pemerintahan : Tinjauan Dari segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Pt.
Yarif Watampone. 1997) him 10
20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
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satu orang wakil kepala daerah, untuk Provinsi disebut wakil Gubernur, untuk
Kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk Kota disebut wakil Walikota. Kepala
dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.
Kepala daerah juga mempunyai Kkewajiban untuk “memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada . DPRD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah
pusat diwilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk
menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah = termasuk  dalam pembinaan ' dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada strata Pemerintahan Kabupaten dan
Kota. Dalam kedudukannya_ sebagai wakil .pemerintah ~pusat sebagaimana
Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan dalam rangka
melaksanakan Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan sebagai wakil pemerintah di
daerah Otonomi yaitu untuk'melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan semula adalah
keweangan Pemerintah menjdi kewenangan pemerintah Daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang Pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal dan wilayah untuk dilaksanakan.

3. Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari

Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa serta dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
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Dalam rangka melaksanakan tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan Pemerintah

Konkuren, berbeda dengan Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan

Pemerintahan absc agi antara Pemerintah

1
2
3.
4.
5
6. Sosial

Sedangkan yang termasuk urusan pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

Tenaga kerja

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pangan

Pertanahan

Lingkungan hidup

Administrasi kependudukan dan catatan sipil
Pemberdayaan masyarakan dan desa
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

ONoaMwWNE
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9. Perhubungan

10. Komunikasi dan informatika

11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal

13. Kepemudaan dan olahraga

14. Statistik

kerjakan oleh
seorang organis e0a sesuai dengan
kemampu am kerja yang
telah dibua as adalah suatu
kegiatan suatu tujuan.

(Mangkune

bahwa suatu tugas merupak : ekerjaa sus yang dilakukan untuk
mencapai suatu tujuan.?
Adapun  menurut  Moenir (2010;18) tugas digunakan untuk

mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan, suatu tugas

* Dale Yoder (dalam Moekijat) Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis. (Bandung: Mandar Maju 2008)
him 9

2 Mangkunegara Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya 2010) him 27
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merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu
tujuan tertentu.?®

Menurut Winardi (2003;26) tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merupakan

bahwa tugas

utama dan rutin

Daerah Otonom

akat lokal mereka

otoritas lokal yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, memanfaatkan
dan mengali sumber-sumber potensi di Daerah masing-masing.
Pemerintah daerah di bentuk berdasarkan pertibangan kemampuan

ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas

> Moenir Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. (Jakarta: Bumi Aksara 2010) him 18
** Winardi Teori Organisasi dan Pengorganisasian. (Jakarta Grafindo Persada 2003) him 26
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Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi
Daerah.

Dari setiap penyerahan setiap urusan yang diberikan dari Pemerintah

mor 32 Tahun
2004 Tenta al 126 ayat (1)
yang menje a camat sebagai

perangkat da

dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni “Perangkat daerah
kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretarian DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.?

Sejalan dengan itu camat tidak lagi ditempatkan sebagai kepala wilayah

dan wakil pemerintahan pusat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang

> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
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Nomor 5 Tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Camat tidak lagi
berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah

pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi

n otonomi daerah dan

a
b
c. Inspektorat
d. Dinas-Dinas
e. Badan
f. Kecamatan
Kecamatan dijelaskan dalam pasal 221 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 sebagai berikut:

(1). Daerah Kabupaten atau Kota membentuk kecamatan dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan

Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan.
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(2). Kecamatan yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan PERDA
kabupaten atau kota berpedoman kepada PP (Peraturan Pemerintah).

(3). Rancangan PERDA kabupaten atau kota tentang pembentukan kecamatan

walikota

agai  wakil

koordinasi
atan Camat yang

merupakan ‘ ‘tertinggi dike r : asikan semua

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksut pada ayat (1)
dilakukan melalui :
a. Fasilitas penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa

b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Tugas camat diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai

berikut :
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(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas;

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud

dalam pasal 25 ayat (6);

(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh perangkat Kecamatan.
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2.1.7 Konsep Koordinasi
Mengingat bahwa pemerintah kecamatan adalah salah satu perangkat

daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang cukup kompleks dalam

ujuan, dengan

kata lain ta dan karyawan

tidak aka dinasi adalah

prosespengi

aAtanny

A satuan-satuan

yang terpis

ey

adalah suatu kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas
tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan
saling melengkapi.?? Sedangkan menurut Berch dalam Hasibuan (2006;12)

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakan tim dengan memberikan lokasi

?® Handoko, T. Hani. Pengantar Manajemen. (Malang: Unibraw Pres. 2003) him 195

%’ Stoner dalam Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daear. (Yogyakarta:Lukman
Offset. 2004) him 72

8 Djamin dalam Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah (Jakarta: Bumi Aksara
2006) him 86
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kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan
itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu

sendiri.?®

terhadap kegia yemerinta liselenggarakannya.
ordinasi dalam
kegiatan pe

a. Koordinasi h i ) ' dilakukan oleh

c. Koordinasi instansional, yaitu koordinasi yang dilakukan terhadap
beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.

Sedangkan koordinasi fungsional dibagi atas tiga macam, yaitu :

2 Berch ,Ibid
% Westa, pariata. Pokok-pokok pengertian Manajemen. (Jakarta: Gunung Agung. 2005) him 73
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(1) Koordinasi Fungsional Horizontal, vyaitu koordinasi antar pejabat
pimpinan atau instansi yang setingkat, baik dalam satu instansi maupun
dengan instansi lain.

(2) Koordinasi' Fungsional.Diagonal, yaitu koordinasinyang dilakukan oleh
seorang pejabat pimpinan atau Suatu instansi terhadap pejabat atau
instansi lain yang lebih-rendah tingkatannya, tetapi bukan bawahannya.

(3) Koordinasi Fungsional Teritorial, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh
seorang pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau
instansi- lainnya yang berada dalam suatu wilayah (teritorial) tertentu,
dimana semua urusan yang ada dalam wilayah tersebut menjadi
wewenang atau tanggung jawabnya selaku penanggung jawab tunggal
(LAN, 1993 ; 68).

Hasibuan (2006:86) membagi Koordinasi dalam 2 tipe,** yaitu:

1. Koordinasi Vertikal, adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang
dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan kerja yang ada
dibawah wewenang dan tanggung jawab.

2. Koordinasi Horizontal, adalah mengkoordinasikan tindakan atau kegiatan
penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat
organisasi (aparat) yang setingkat terbagi atas :

a. Interdiciplinary, adalah suatu keordinasi dalam rangka mengarahkan
menyatukan tindakan,mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit
yang satu dengan yang lainnya secara intern dan ekstern pada unit
yang sama dengan tugasnya.

b. Interelated, adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang
fungsinya berbeda tapi instansi yang satu dengan yang lain berkaitan
baik secara intern atau ekstern yang levelnya sama.

Selanjutnya, Hasibuan (2006:88), menjelaskan syarat-syarat koordinasi®

yang baik yaitu sebagai berikut :

*! Hasibuan Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah (Jakarta: Bumi Aksara 2006) him 86
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a. Sence of cooperation (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari
sudu pandang bagian bidang pekerjaan bukan orang perorangan.

b. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering didakan persaingan
antara bagian-bagian agar bagian ini berlomba untuk mencapai kemajuan

c. Team spirit, arinya satu sama lainnya pada setiap bagian harus saling

menghargai.

. Esprit De.Corps, a.bagi agian sertakan atau dihargai,

perbaikan dan pembaharuan sua pada orang perorangan, kelompok
maupun aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya
bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan politik, dengan melalui pendidikan itu

mencapai titik maksimal.*

Menurut Efendi bahwa pembinaan meliputi :

*? |bid. him 88
** pamudii, Ekologi Administrasi Negara.(Jakarta Bina Aksara:1985) him 7
4 Effendi, Pengantar IlImu Manajemen dan Komunikasi. (Prestasi, Jakarta 2003). him 24
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1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Evaluasi

4. Pelaporan

Ismail (2001;167-168)menyatakan bahwa tata cara membina *°adalah :

ini dapat
biaya yang

di sesuaikan

":“:‘ﬁ\“‘:“\
2 5
>
= =
o =
2 2
@ 2

w5

<

Q)

S

Q .
=

o

S

Q

Q

QD

=]

-

@

=]

=

Q@

Jayadi (2000:12) mengatakan tugas embinaan adalah sebagai berikut:
1. Pemberian Petunjuk
2. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan

3. Pemberian Bimbingan

> Ismail, Pengembangan implekasi ke atas Pembangunan Masyarakat 2001 him 167
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Menurut Wijaksono (2006:223) menyatakan pembinaan dapat diartikan
sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau

menjaga keadaan sebagaimana mestinya.*® Menurut Saydam (2000;408)

menjadi lebih
, peningkatan,

dan perubahan

tahNg

n  tugas-tugas
na dan berhasil

b UL LY

. Diarahkan kepada te a Pegs ang setia dan taat kepada
pancasila.

e. Diarahkan kepada terv patu iklim kerja serasi.

f. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan secara
teratur.

g. Diarahkan kepada pembinaan sistem kerja.

3 Wijaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan.( Yogyakarta, Graha Ilmu;2006) him 223
37 Saydam, Gouzali. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit: Djambatan, Jakarta2000. HIm
408

*® Thoha, Pembinaan Organsasi Proses Diagnosa dan Intervasi(Jakarta, Rajawali Persada;2010)
207

9 Musanef, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta, Gunung agung;1998) him 16
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Proses pembinaan timbul karena pihak pembina berusaha untuk
mengadakan hubungan atau komunikasi dengan yang dibina,dalam hal ini adalah
Aparatur Pemerintahah Kepenghuluan dengan camat sebagai Kepala Kecamatan
di Kecamatan Sinabor Kabupaten Rokan..Hilir,berhasilnya dari pembinaan
tersebut sangat ditentukan oleh hasil dari komunikasi itu sendiri.

Dalam Peraturan pemerintah”Nomor ;72 tahun 2005 Tentang Desa pada
Pasal 1 ayat 15 disebutkan bahwa pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaa perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan desa.

Pembinaan dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dibina oleh pemerintah
Kecamatan karena penyelenggaraan pemerintaban desa -tidak terpisah dari
penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan
dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan
semua kebijakan yang ada.

Oleh karena itu dengan adanya.Pemerintah Kecamatan yaitu guna
memberikan pembinaan dalam bentuk pembimbingan serta pengendalian dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan ditingkat
Kecamatan dan di Desa, melalui pembinaan yang dilakukan Camat secara terus
menerus tidak saja menambah pengetahuan,tetapi juga akan menambah
keterampilan  untuk  menambah pekerjaan dan juga meningkatkan

penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa agar berdaya guna dan berhasil
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guna sehingga diharapkan mampuh melaksanakan tugas dan fungsinya yang
berpengaruh terhadap kelancaran pemerintah desa itu sendiri dan tercpai disiplin

dan semangat kerja yang tinggi sehingga pada gilirannya kreatifitas mereka dapat

3
@
>
Q
=
&

——SemooooTe

2.19

dilaksanakan telah sesuai denga yang telah ditetapkan sebelumnya
(dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan)

Menurut Soekarno dalam Riwu Kaho (2005:184), mengatakan factor
pengawasan adalah salah satu factor esensial dalam organisasi. Melalui

pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana,

sesuai dengan instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan

** Ndraha, Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru(Jakarta, Rineka Cipta;2001) him 168
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dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga diketahui
apakah sesuatu berjalan efesien dan efektif apakah tidak. Singkatnya, dengan

pengawasan dapat dijamin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan

suatu proses

sesuai yang

e

Sasan

yang sebenarnya
a terjadi, dengan

maksud untuk : atau hambatan kepada

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi
perbaikan dimasa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam
rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana, sehingga dapat diharapkan suatu
hasil yang maksimal.

Agar pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan suatu alat (instrumen) yang

efektif, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
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=

Apa yang akan di awasi (objek yang perlu di awasi)

Mengapa perlu diadakan pengawasan

3. Dimana dan bilamana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan
tersebut harus dilakukan

4. Bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan

Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus-menerus, dan

fragmatis

Dari .uraian diatas dapat dilihat bahwa yang diawasiadalah aktifitas

N

o

pekerjaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, apakah sesuai atau
belum dengan rencana dan pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya.
2.1.10 Konsep Desa

Desa berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat asal,
tempat tinggal, Negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan
hidup, dengan‘satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Soetardjo™
(dalam Wasistiono, 2007:7)

Desa = merupakan = Organisasi  Pemerintahan ~ terendah  yang
menyelenggarakan Pemerintahannya berdasarkan yang telah ditetapkan dan badan
permusyawaratan desa (BPKEP) yang dapat dipandang sebagai sebuah organisasi
yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan bersama, organisasi juga bisa
dipandang sebagai wadah, sebagai proses dan sebagal alat untuk mencapai tujuan
organisasi. Organisasi adalah alat'untuk mencapai tujuan organisasi juga sebagai
wadah terselenggaranya administrasi, sebagaimana definisi yang digunakan oleh
Money (Syafiie, 2003:113) bahwa organisasi adalah segala bentuk perserikatan
orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih

bekerjasama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang

41Soetardjo dalam Wasistiono, Prospek Pengembangan Desa (Bandung, Fokusmedia;2007) him 7



45

telah ditentukan dalam kaitan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang
disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan Siagian,
(2003:6). Definisi tersebut mengandung dua segi makna yaitu* :
a. Organisasi-sebagai wadah dimana kegiatan administrasi dijalankan
b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki. dan interaksi antara orang-orang
dalam suatu ikatan formal.

Desa merupakan suatu-wilayah yang ditepati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan
Republik Indonesia Widjaya(2002:19)*

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang
disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa
“dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende
landschappen” dan™“Volksgemeenschappen”. Seperti desa di Jawa dan Bali,
Nagari di Minang Kabau, ‘dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.
Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia

menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan

negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hk asal usul daerah

42 Siagian, Administrasi Pembanguna. (Jakarta, PT Bumi Aksara:2003) him 6
“Widjaya Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Jakarta, Raja Grafindo:2002) him 19
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tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan
keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.1.11 Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi pemerintah. menunjukan-bagaimana pemerintah berperan
sebagai agen tunggal yang berkuasa yang selalu aktif dan berinisiatif untuk
mengatur atau mengambil langkah| dan prakarsa, yang menurut mereka penting
bagi masyarakat. Masyarakat diperlukan sebagai pihak yang pasif, kurang
mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang dilakukan pemerintah.

Menurut Siagian (2003;7) administrasi pemerintahan (Negara) adalah
keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu
Negara dala usaha mencapai tujuan Negara.** Berdasarkan uraian diatas, dapat
dijelaskan bahwa administrasi pemerintahan berupa rangkaian kegiatan
pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.
2.1.12 Konsep Administrasi Desa

Administrasi sebagaimana yang dikemukakan Siagian (dalam Alifuddin,
2012;5) adalah keseluruhan proses pelaksanaan. keputusan-keputusan yang
diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya.dilakukan oleh dua orang atau lebih
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.*

Administrasi Desa adalah rangkaian kegiatan yang penyelenggaraan
pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yaitu pemerintah Desa yang mampu
menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan

terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata guna peningkatan taraf hidup

e Siagian, Administrasi Pembanguna. (Jakarta, PT Bumi Aksara:2003) him 7
45 Siagian dalam Alifuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan(Bandung, Alfabeta: 2002) him 5
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masyarakatnya. Sedangkan dalam pengertian sempit, maka dapat disimpulkan
bahwa administrasi Desa adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tulis-

menulis, surat-menyurat beserta penyimpanan, pengurusan naskah-naskah dan

D)
-
3
)
D
w
QD
w
QD
>
«Q
=

Administra

1. Admin

kegiat

SRALNAYEES

~S@ o a0 o

2. Administrasi Penduduk, merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku Administrasi penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Buku data Induk Penduduk Desa;

Buku data Mutasi Penduduk Desa;

Buku data Rekapitulasi Jumlah Penduduk;

Buku data Penduduk Sementara; dan

Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga

®o0 o
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3. Administrasi Pembangunan, merupakan kegiatan pencatatan data dan

informasi mengenai  pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan, sebagaimana

dimaksud pac

tan data dan

Administrasi

. Kegiatan 'Badz Sa am Buku Administrasi
Badan Perm
U musyawarah Desa; dan

Desa/Lembaga Adat dalam buku

c. Kegiatan Lembaga 3
Desa/Lembaga Adat.

Lembaga Kemasyarakatan
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2.2 Penelitian Terdahulu
Berkaitan dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti ini. Berikut

adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel :

Tabelll.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun Judul Penelitian

1 | Delvi = Susanti (2018)
Tesis M.IP PPS UIR

Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina
Penyelenggaraan = Pemerintahan Desa di
Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan
Hulu.

2 Muhammad Zen Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan

(2018) Tesis M.IP PPS
UIR

Tugas Umum Pemerintahan Di Kecamatan
Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

3 | Irvandi Peranan Camat Dalam Pembinaan
(2016) Tesis M.IP PPS | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di
UIR Kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu

4. | Zulfikar = (2012) Tesis-|/Peranany nCamat  Terhadap Pembinaan
M.IP PPS UIR Penyelenggaraan  Pemerintah Desa  Di

Kecamatan Solo Kabupaten Kampar.

Sumber : diolah oleh peneliti (2021)
adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah :

1. Delvi Susanti (2018) Tesis M.IP PPS UIR persamaan penelitian ini adalah
sama-sama mengangkat penelitian tentang pelaksanaan tugas camat.
Perbedaannya adalah pada penelitian ini lokus pada Desa di Kecamatan
Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu kemudian ditambah lagi penelitian
ini  berfokus pada pelaksanaan tugas camat dalam membina

penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum sedangkan penelitian

saya hanya berfokus pada pelaksanaan tugas camat dalam membina dan
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mengawasi administrasi pemerintahan dikepenghuluan pada buku

administrasi kepenghuluan.

. Muhammad Zen (2018) Tesis M.IP PPS UIR persamaan penelitian ini

“al
T

dikepenghuluan pada buku administrasi kepenghuluan.
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2.3 Kerangka Pikir

[ Fungsi Camat

why “
¢
[

2 pen
,;;
o

konsep-konsep yang digunakan ac
1. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik
dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui
hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang
bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan

(harapan) yang di-perintah .
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. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi

memenuhi dan melindungi kebutuhan, dan kepentingan manusia dan

masyarakat.

nerintah daerah epala daerah sebagai
> Vipnppet® '&a )

petunjuk, pemberian pendidikan dan pelatihan serta pemberian bimbingan

yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sinaboi.

. Koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan

dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara

efisien.
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8. Administrasi  Pemerintahan adalah  berupa rangkaian kegiatan
pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

9. Desa adalah Desa merupakan suatu wilayah yang ditepati oleh sejumlah

X

10. 1 S 5 - pencatatan data dan

11. erintahan oleh
mengatur dan
asal usul dan

dalam sistem

Selanjutnya sesuai pe I yakni penyelenggaraan

¢ LI

tugas camat dalam membina te kepenghuluan yang dapat dilihat

dari konsep teori yang dikemukakan oleh Jayadi (2000:12) dengan indikator:

1. Pemberian Petunjuk
Maksudnya adalah pemberian acuan baik secara tulisan maupun lisan
kepada pemerintahan kepenghuluan sebagai pedoman untuk membantu
pegawai staf kepenghuluan dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya.

Adapun indikasinya adalah :
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a. Memberikan petunjuk penyusunan peraturan kepenghuluan

b. Memfasilitasi penyusunan buku adminstrasi kepenghuluan sesuai
dengan peraturan yang berlaku

c. Menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan dan

teknik penyusunan buku adminstrasi kepenghuluan

2.
"~ a perangkat
ﬂ perang
V-g eningkatkan
E s terlaksananya
= 5
8 5
= 2
=)
~
< S
e =
z =
- >
—C
w = C.
— .
B =
E =
ﬂ-
=

pengertian kepada perangkat kepenghuluan agar memahami fungsi,

kedudukan dan kewajiban dalam menyesuaikan diri dan lingkungannya.

a. Kegiatan yang dilakukan perangkat kepenghuluan secara tertulis

b. Perangkat kepenghuluan dapat menerima dengan baik dan mengerti
apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut

c. Adanya koordinasi yang baik antara camat dengan penghulu.
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Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
1 2 3 4

pembinaan | Penyelenggar] Pemberian |a. Memberikan petunjuk
dapat aan.fugas Petunjuk penyusunan peraturan
diartikan | .Camat kepenghuluan
sebagai Dalam b. Memfasilitasi penyusunan buku
suatu Membina adminstrasi kepenghuluan sesuai
pembangun | Tertib dengan peraturan yang berlaku
an yaitu| Administrasi c. Menyiapkan dan memfasilitasi
mengubah .+ Pemerintaha sarana dan prasarana kegiatan dan
suatu n teknik penyusunan buku
menjadi Kepenghulua adminstrasi kepenghuluan
baru yang n Pemberian |a. Memberikan kesempatan kepada
memiliki pendidikan perangkat kepenghuluan untuk
nilai lebih dan pelatihan mengikuti pelatihan dan seminar
tinggi. b. Perangkat kepenghuluan dapat
Dengan mengikuti dan mengerti apa yang
demikian disampaikan dalam pelatihan dan
pembinaan seminar tersebut
juga c. Perangkat kepenghuluan dapat
mengandun mengimplementasikan hasil dari
g makna pelatihan dan seminar tersebut
sebagai
pembaharu Pemberian |a. Kegiatan yang dilakukan
an yaitu bimbingan perangkat kepenghuluan secara
melakukan tertulis
usaha- b. Perangkat kepenghuluan dapat
usaha untuk menerima dengan baik dan
menjadi mengerti apa yang disampaikan
lebih sesuai dalam kegiatan tersebut
atau lebih €. Adanya koordinasi yang baik
cocok antara camat dengan penghulu.
dengan
kebutuhan
yang
menjadi
lebih  baik
(Pamudiji,
1985:7)

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

terlaksana secara maks /a De binaan dari Camat Sinaboi

Qa'\\\‘

Kabupaten Rokan Hilir, Hal 1 dak lengkapnya data Administrasi
Desa.
3.3 Populasi dan Sampel
1. Responden
Responden dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar

tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat
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kaitannya dengan fajtor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring
sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari responden

adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang

dibangun.

hak terkait,
maka pe penulis fikir
cukup rele :’ 1 jan penelitian

Penghulu

Penghulu

e. a Usan  Pemerintahan
Urusan  Pemerintahan
Urusan  Pemerintahan
Kepenghuluan Sinaboi”.

2. Key Responden

Key responden dalam penelitian ini adalah penulis sendiri dan Camat

Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.
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3.4 Teknik Penarikan Sampel
Pemilihan responden sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan

data primer dan

petruran yang tersedia di Kantor Camat Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan
data yaitu, melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan alasan

penulis jelaskan sebagai berikut:
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a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan

diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, penulis

bisa langsung mengamati keadaan dsekitar tempat yang diteliti.

ait \gsung  yang  penulis
“\ﬂ\‘-“ .’a ah disiapkan

penelitian.

3.7 Tek

persepsi responden terkait masalah yang sedang di teliti. Teknik ini memiliki
beberapa tahapan yaitu:
a. Melakukan pemilihan dan penyusunan klasifikasi data

b. Melakukan penyuntingan data dan pemberian kode data untuk
membangun kinerja analisis data
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3.8 Rancangan Sistematika Penulisan

BAB | : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
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3.9 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian
Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat tabel

berikut :

DI disay yepepe fur udwnyo(

N
0 Desember
2021
112(3|4
1
2
3
4
4 | Penelitian
Lapangan
5 Analisis
Data
6 Penyusun
an
Laporan X
Penelitian
7 Ujian
Tesis X
8 Perbaikan
Tesis

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Kabupaten Rokan Hilir ini, peneliti akan menjelaskan mengenai identitas

responden yang di teliti mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan responden.
Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan

dibawah ini :
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4.2 Jenis Kelamin Responden
Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin responden tidaklah berpengaruh

terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama responden tersebut bersedia untuk

dalam melakukan penelitian. g ah satu hal yang
dapat mene : ' 2nilaian berbagai
masalah yang

d

untuk dapat melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan
penelitian. Dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran
yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Oleh karena itu
dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi. Pemahaman seorang
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responden terhadap masalah penelitian tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang
pernah ia lalui.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin matang pola
fikir seseorang dalam berbuat.dan_bertingkah-laku dalam mengambil keputusan
dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha
seseorang dalam rangka memberikan/pengembangan terhadap pola fikir orang lain
dalam memahami dan menilai sesuatu, dimana dari tingkat pendidikan kita akan
mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola
piker serta tingkah laku setiap orang. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan
responden cukup variatif mulai dari tamat SD sampal dengan yang tertinggi
adalah Sarjana.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I1V.I Tingkat Pendidikan Responden Dalam Membina Tertib

Administrasi Pemerintahan Kepenghuluan di Kecamatan
Sinaboi Kabupeten Rokan Hilir.

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 SD o

2 | SMP 5

3 |SMA 9

4 Diploma (D3) 3

5 Strata Satu (S1) 4
Jumlah 21

4.5 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian yaitu negeri Kubu, Bangko Dan
Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang yang bertanggung
jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama yang didirikan Belanda di
Tanah Putih pada saat menduduki wilayah ini pada tahun 1880. Setelah
Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat,

maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontroleurnya, kekota Bagan siapi-
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api pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda
membangun pelabuhan modrendan terlengkap dikota Bagansiapiapi guna
mengimbangi pelabuhan lainnya di selat Malaka hingga perang dunia pertama

usai. Setelah ke e nd i igabungkan kedalam

ARNT)

)
Q‘

Pemerintah

Undang-Un

Nomor 34

ntong, S.IP, Wakil Bupati H.
Sulaiman S.Ag, DAU Rp. 388.866.199.000., Luas 8.881,59 km2, Populasi Total

504.591 jiwa, Kepadatan 56,81 jiwa/km2, Kode area telepon +62 767

Pembagian administratif
- Kecamatan 116

- Kelurahan/desa : 83
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Situs web http://www.rohilkab.go.id

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai
berikut:

Hulu dan

" @@.

kekayaan wilayah yang

luas deng a daerah yang
menjadikan bahan minyak

kelapa sawi

&
» apas sebagai penghasil laut

seperti Kecamatan Ba . Q ““l]m,

dikarenakan wilayah ini berada al sehingga rata-rata masyarakatnya

bermata pencaharian sebagai nelayan.
4.6 Sejarah Sinaboi

Sinaboi merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten
Rokan Hilir, Sinaboi terletak diperbatasan antara Rokan Hilir dengan Kota

Dumai, Sinaboi diprediksi akan berkembang sangat pesat karena berbatasan


http://www.rohilkab.go.id/
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langsung dengan Kota Dumai, di mana kota tersebut berkembang sangat pesat,
dan Sinaboi akan menjadi pelabuhan nusantara utama bagi Kota Bagansiapiapi.

Jarak dari Bagansiapiapi ke Sinaboi dapat di tempuh perjalanan darat lebih kurang

1999 Tentang

atan Pembantu

Selat Malaka menur ara  pemuka masya yang masih hidup

diKepenghuluan Sinaboi, bahwa seja n 1945 Sinaboi dengan Kota Madya
Dumai dibatasi dengan sungai alam yaitu Senepis yang mana sebelah kiri masuk
Sungai Senepis adalah Wilayah Kepenghuluan Sinaboi yang sekarang Daerah
Pemekaran Sinaboi yaitu Kepenghuluan Darussalam.

Batas wilayah Kecamatan Sinaboi yaitu sebelah Utara berbatasan dengan

Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah Selatan
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berbatasan dengan Kota Dumai, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan
Kecamatan Bangko.

Luas wilayah Kecamatan Sinaboi adalah seluas 33.548 KM? yang terdiri

ek
&
d
v
g

penghuluan dan

Raja Bejamu,

b UL T )

Penduduk Kecamatan Sinaboi pada umumnya dihuni oleh suku Melayu,
Batak, Tionghoa, Jawa dan suku-suku pendatang dari daerah lainnya. Jumlah
penduduk kecamatan Sinaboi adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Kecamatan Sinaboi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jumlah
penduduknya, ini disebabkan banyaknya kelahiran dan pendatang yang lebih

banyak dari kematian dan penduduk yang pergi tiap tahunnya.
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Tabel 1V.2 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan
Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

No Nama Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
Penduduk

1 . i diJ “l - v |l - o] 19.133

kanak. Pada h Dé asar. Pada sekolah
lanjutan tin Ama mer F ah lanjutan tingkat
atas terdapa

Pada sek ese amatan Sinak : 1"puskesmas dan 1
puskesmas pem ' palai pengobatan.

Mengingat fasi kesehatan da ak a praktek dokter di

kecamatan ini, a sektor kesehatan
ini.
Tabel 1V.3 jumlah n SMA di Kecamatan

No Jenis Sekolah Jumlah Sekolah

1 |TK 10

2 SD 10

3 MDA 4

4 | SMP/MTS 3

5 | SMA/SMK 1

6 PERGURUAN TINGGI 0

Jumlah 28

Sumber: Kantor Camat Sinaboi, 2021
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Table 1V.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Sinaboi Kabupaten

Rokan Hilir
No Sarana Kesehatan Jumlah
Puskesmas 1

Puskesmas Pemba

dibuktikan
Sinaboi te
kepedulian

Mesk

namun tidak

‘%\ﬁl\\‘%\ ;

n
-
7
©
o
c
°
5
S
Py
o
B
S

Tabel 1V.5 Ju
Hilir
No Jumlah

1 | Mesjid 9
2 | Musholla/Surau 25
3 | Gereja 7
4 | Vihara/Klenteng 5

Jumlah 46

Sumber: Kantor Camat Sinaboi, 2021
4.11Sarana dan Prasarana
Kantor Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan sebagai ujung
tombak pelayanan kepada masyarakat, maka perlu di dukung dengan sarana dan

prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam
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memahami perkembangan dan pertumbuhan wilayah di kecamatan. Semakin
banyak kondisi sarana dan prasarana di tingkat pelayanannya, akan mendorong

Kecamatan untuk tumbuh dan berinteraksi dengan wilayah lain, baik dalam skala

computer,

pelaksanaa

kendaraan/

Camat;

Sekretaris camat;

Seksi pemerintahan;

Seksi ketentraman dan ketertiban;

Seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
Seksi kesejahteraan sosial;

Seksi pelayanan umum;

Kelompok jabatan fungsional

NGO~ WNE

1. Camat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
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Pengkoordinasian  penyelenggaraan  pemerintahan di  wilayah
kecamatan;

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap pemerintahan desa;
Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang
ketentraman‘dan ketertiban umum;

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan
pembangunan;

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan  bidang sosial dan
kemasyarakatan;

Pelaksanaan pembagtan 'tugaS,’ arahan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan;

Pelaksanaan tugas lain dari Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

a.

Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
keuangan, dan administrasi kepegawaian;

Penyelenggaraan urusan umum dan’ perlengkapan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan unit kerja;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

3. Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

a.

€.

f.

Penyusunan bahasan = perumusan kebijakan teknik  bidang
pemerintahan;

Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan bidang pemerintahan;

Melaksanakan urusan-pembinaan pemerintah umum, dan pembinaan
pemerintahan desa dan kelurahan;

Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan;

Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

Penyusunan bahan perumusan kegiatan teknis bidang ketentraman dan
ketertiban;

Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban
Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan
kegiatan ketentraman dan ketertiban;
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Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi:

a.

b.

Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
pembangunan.masyarakat Desa/Kelurahan;

Mendorong partisipasi.masyarakat.untuk tkut serta dalam perencanaan
pembangunan Desa/Kelurahan di Kecamatan;

Merencanakan program kerja Pembina perekonomian, produksi dan
distribusi di tingkat Kecamatan;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang,mempunyai program kerja
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah Kecamatan baik di lakukan oleh unit kerja
pemerintah maupun swasta;

Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan perencanaan dan fasilitas umum;

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar
dapat diproses lebih lanjut;

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk
mengetahui  adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya
penyempurnaannya,

Melaporkan pelaksanaan tugas ‘urusan ketentraman dan ketertiban
kepada Camat berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi
atasan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat dengan
tugas dan fungsinya.

6. Seksi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
kesejahteraan sosial;

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan
dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat
dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;
Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan
sosial;

Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan
sosial;

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau
instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan
sosial,
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f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan
kesejahteraan sosial;

g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar
dapat diproses lebih lanjut;

h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk
mengetahuicwadanya kesalahan atau.“kekeliruan serta upaya
penyempurnaannya;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada
Camat serta lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai
bahan evaluasi bagi atasan;

J.. Melaksanakan tuga-tugas’lain “yang, diberikan oleh pimpinan dengan
tugas dan fungsinya.

7. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas:

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan
umum;

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan
surat-surat kewenangan, surat barang pada bank, pendaftaran
pembuatan kartu tanda penduduk dan_ Surat keterangan yang
dibutuhkan oleh masyarakat;

c. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan pelayanan umum dan
perizinan;

d. Menginvetarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh
masyarakat untuk dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan
pelayanan umum;

e. Menginventarisir ‘Segala: permasalahan yang berhubungan dengan
pelayanan umum dan penyusunan rencana kebijakan pemecahannya;

Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum sesuali

dengan ketentuan petunjuk dan kebijakan pimpinan.

4.13 Hasil Penelitian Tentang. Penyelenggaraan Tugas Camat Dalam
Membina Tertib Administrasi Pemerintahan Kepenghuluan di
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah

Kabupaten/Kota. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai

kepala wilayah.
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Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu perangkat Daerah
Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan pemerintah Kecamatan selain mempunyai

tugas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan

peraturan
Peraturan Pen i - pada Pasal 10
mengenai
Camat dal
kat Kecamatan

yang mengatur

arah perencanaan
an Kecamatan;
emberdayaan masyarakat
yang dila swasta di wilayah kerja
Kecamatan;
3. efektivitas kegiata
Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah

kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

dayaan masyarakat di wilayah

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
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2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
kepada bupati/wali kota;

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban

kepada bupati/wali kota

d. Mengoordinasikan._penerapan dan penegakan. Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1. sinergitas dengan-perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di

bidang .penegakan peraturan "’ perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali
kota;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

meliputi:

sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang
terkait;

pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta; dan

pelaporan pelaksanaan , pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan, meliputi:

1.

2.

3.

sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah
dan instansi terkait;

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
dan kegiatan vertical terkait.

pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan kepada bupati/wali kota;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur Desa;



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

77

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

Salah satu as Camat yang telah diurai : d membina dan
gan ketentuan
peraturan pe oF 03 : meliputi juga

ahan tidak bisa

dijalankan.

Untuk Responden, Kepala Kepenghuluan, Sekertaris Kepenghuluan, dan
Kepala Urusan Pemerintahan Kepenghuluan hanya menjawab pertanyaan untuk
indikator yang pertama sedangkan Camat, Sekretaris Camat dan Kasi

Pemerintahan menjawab seluruh pertanyaan pada indikator.

Selanjutnya, yang menjadi Key Responden dalam penelitian ini adalah

Camat Sinaboi Kabupaten Roakan Hilir. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil
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wawancara yang peneliti lakukan kepada seluruh Responden masih terjadi

kesimpangsiuran terhadap kenyataan yang terjadi. Dengan adanya jawaban-

jawaban yang diberikan oleh Camat dan seluruh Responden maka peneliti

Wawancara peneliti dengan respo sebagai berikut :

Camat Sinaboi “ T. M. Hasyim S.Sos “

Hasil wawancara terkait buku petunjuk dalam pengisian buku
administrasi  umum, adminstrasi penduduk, buku keuangan, buku
pembangunan dan buku permusyawaratan kepenghuluan seperti petunjuk

pengisian buku data peraturan desa, petunjuk pengisian buku data
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keputusan kepala desa, petunjuk pengisian buku data inventaris desa,
petunjuk pengisian buku data aparat pemerintah desa serta petunjuk

pengisian buku lainnya yang termasuk dalam buku administrasi umum,

dalam administrasi

langsung melakukan pengadaan buku tersebut. (Hasil wawancara peneliti
pada Selasa 02 November 2021).
Dari wawancara terkait memfasilitasi buku administrasi jawaban

camat bahwa buku-buku administrasi kepenghuluan di anggarkan oleh

masing-masing kepenghuluan tidak di fasilitasi oleh camat sehingga tidak
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menjadi tanggung jawab camat untuk memberikan buku-buku administrasi
kepenghuluan.

Wawancara selanjutnya adalah terkait faktor penghambat

tertib administrasi

Hasil wawancara terkait pemberian petunjuk dalam pengisian buku
administrasi  umum, adminstrasi penduduk, buku keuangan, buku
pembangunan dan buku permusyawaratan kepenghuluan seperti petunjuk
pengisian buku data peraturan desa, petunjuk pengisian buku data
keputusan kepala desa, petunjuk pengisian buku data inventaris desa,

petunjuk pengisian buku data aparat pemerintah desa serta petunjuk
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pengisian buku lainnya yang termasuk dalam buku administrasi umum,

Camat menyebutkan bahwa untuk buku petunjuk dalam administrasi

umum sudah diberikan kepada pemerintah desa, seperti adanya sosialisasi

pemerintahan desa diberikan di desa masing-masing dan yg mengadakan
buku administrasi tersebut tidak di kecamatan, Camat dan pemerintah
kecamatan juga tidak mempunyai kewenangan untuk mencetak model
buku administrasi umum untuk di bagikan ke tiap-tiap desa, melainkan
dari pihak desa yang langsung melakukan pengadaan buku tersebut. (Hasil

wawancara peneliti pada Selasa 02 November 2021).Kasi
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= Kasi Pemerintahan “Erni Safer S.AP”
Hasil wawancara terkait pemberian petunjuk dalam pengisian buku

administrasi  umum, adminstrasi penduduk, buku keuangan, buku

erta petunjuk
istrasi umum,
etunjuk dalam
desa, seperti
masing-masing

abupaten Rokan

terkait apakah Camat sudah memfasilitasi buku administrasi umum,
adminstrasi penduduk, buku keuangan, buku pembangunan dan buku
permusyawaratan kepenghuluan seperti buku data peraturan desa, buku
data keputusan kepala desa, buku data tanah milik desa, buku data tanah di
desa, buku agenda dan buku ekspedisi, ia menyebutkan bahwa “ Camat

belum pernah memfasilitasi buku administrasi umu, baik itu buku data
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peraturan desa, buku data keputusan kepala desa, ataupun buku lainnya
yang termasuk ke dalam buku administrasi umum”. (Hasil wawancara

peneliti pada Selasa 02 November 2021).

petunjuk u

kepenghul

2. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan
Maksudnya adalah Camat memberikan kesempatan kepada perangkat
kepenghuluan untuk mengikuti sminar dan pelatihan guna meningkatkan
serta memajukan pelayanan dikepenghuluan guna terlaksananya
administrasi pemerintahan yang baik bagi Kepenghuluan.

Adapun indikasinya adalah :
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a. Memberikan kesempatan kepada perangkat kepenghuluan untuk
mengikuti pelatihan dan seminar

b. Perangkat kepenghuluan dapat mengikuti dan mengerti apa yang
disampaikan dalam pelatihan dan seminar tersebut

c. Perangkat kepenghuluan dapat mengimplementasikan hasil dari
pelatihan'dan seminar tersebut

Wawancara peneliti. dengan responden adalah sebagai berikut :

= Camat “T. M. Hasyim S.S0s”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Sinaboi Kabupaten
Rokan Hilir, apakah Camat pernah memberikan pelatihan dan seminar tertib
administrasi desa? Camat menyebutkan “bahwa sudah memberikan pelatihan
tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan secara lisan yang diberikan
kepada pemerintah desa. Seperti adanya sosialisai yang disampaikan secara lisan
kepada masing-masing Kepala Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir”. (Hasil wawancara peneliti pada Selasa 02 November
2021).

Kemudian hasil wawancara peneliti terkait tugas Camat, dengan Camat
Sinaboi terkait dalam pemberian bimbingan, apakah dapat mengikuti dan
mengerti apa yang disampaikan dalam pelatinan dan seminar tersebut. Camat
menyebutkan bahwa sudah diberikan kepada pemerintah desa, seperti adanya
sosialisasi yang disampaikan secara lisan kepada masing-masing Kepala
Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan
seharusnya mereka dapat mengikuti hasil bimbingan tersebut.

= Sekretaris Camat “Syamsu Kamar S.Sos”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Camat Sinaboi

Kabupaten Rokan Hilir, apakah Camat pernah memberikan pelatihan dan seminar
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tertib administrasi desa? Sekretaris Camat menyebutkan “bahwa sudah
memberikan pelatihan dan seminar tertib administrasi pemerintahan desa yang
dilakukan secara lisan yang diberikan kepada pemerintah desa. Seperti adanya
sosialisai yang .disampaikan..secara lisan.~kepada masing-masing Kepala
Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”. (Hasil
wawancara peneliti pada Selasa,02 November2021).
Kemudian hasil wawancara peneliti terkait tugas Camat, dengan Sekretaris
Camat Sinaboi terkait dalam pemberian bimbingan, apakah ada pengarahan yang
diikuti oleh semua Pemerintahan Kepenghuluan. la-menyebutkan bahwa sudah
diberikan kepada pemerintah Kepenghuluan, ‘seperti. adanya sosialisasi yang
disampaikan secara lisan kepada masing-masing Kepala Kepenghuluan yang ada
di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.
= Kasi Pemerintahan “Erni Safer S. AP
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan
Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, apakah Camat pernah memberikan pelatihan
tertib administrasi “desa? Kasi Pemerintahan ‘menyebutkan “bahwa sudah
memberikan pelatihan dan“sminar. tertib administrasi pemerintahan desa yang
dilakukan secara lisan yang diberikan kepada pemerintah Kepenghuluan. Seperti
adanya sosialisai yang disampaikan secara lisan kepada masing-masing Kepala
Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir”. (Hasil
wawancara peneliti pada Selasa 02 November 2021).
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis untuk indikator

pemberian pendidikan dan pelatihan kepada kepala Kepenghuluan maupun staf
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kantor Kepenghuluan, analisa penulis bahwa Camat, Sekretaris Camat dan Kasi
Pemeintahan mengemukakan jawaban yang hamper sama yakni adanya sosialisasi
yang merupakan bagian dari pemberian pendidikan dan pelatihan tentang
pengisian buku_.administrasi-.kepenghuluany  tetapt sosialisasi ini menurut
pengamatan penulis tidak adanya pelatihan maupun mentor untuk pengisian buku-
buku tersebut. Sehingga sosialisasi ‘ini secara, umum saja tidak terkait khusus
pengisian ini, tidak adanya sminar yang diberikan kepada perangkat kepenghuluan
khusus untuk penulisan buku-buku administrasi kepenghuluan tersebut.

3. Pemberian Bimbingan

Maksudnya adalah pelengkap bagi pedoman tertulis camat sinaboi
melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan penyuluhan dan
pengertian kepada perangkat kepenghuluan agar memahami fungsi,

kedudukan dan kewajiban.dalam, menyesuatkan diri dan lingkungannya.

a. Kegiatan yang dilakukan perangkat kepenghuluan secara tertulis

b. Perangkat kepenghuluan dapat menerima dengan baik dan mengerti
apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut

c. Adanya koordinasi yang baik antara ecamat dengan penghulu.

Wawancara peneliti dengan responden adalah sebagai berikut :

= Camat “T. M. Hasyim S.Sos”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Sinaboi Kabupaten
Rokan Hilir, apakah Camat berkoordinasi dengan baik dengan masing-masing
Kepala Kepenghuluan di Kecamatan Sinaboi? Camat menyebutkan “bahwa
koordinasi selalu terjaga dengan baik dengan masing-masing Kepala

Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir baik dalam
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bidang administrasi maupun hal lainnya”. (Hasil wawancara peneliti pada Selasa
02 November 2021).

= Sekretaris Camat “Syamsu Kamar S.Sos”

Kepenghuluan

dibuktikan nhadiri setiap

rapat yang ada Selasa 02

November

Selasa 02 November 2021).

Pada indikator pemberian bimbingan, hasil wawancara yang telah dilakukan
penulis kepada Camat, Sekretaris Camat dan juga Kasi Pemerintahan maka
penulis menganalisa jawaban meraka dan melihat obesrvasi yang ada bahwasanya
tidak ada kegiatan secara tertulis yang diberikan kepada perangkat kepenghuluan

dan juga perangkat kepenghuluan kurang mengerti dan paham akan sosialisasi
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yang hanya diberikan secara lisan. Tetapi pada poin koordinasi antara acamat

dengan kepala kepenghuluan dapat berjalan dengan baik, hal ini tidak hanya pada

pengisian buku-buku administrasi kepenghuluan tetapi juga dalam hal-hal lainnya.

lis lakukan di

Menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan dan
teknik penyusunan buku adminstrasi kepenghuluan

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Camat di harapkan
pemerintah desa dapat menjalankan administrasi pemerintahan desa dengan

maksimal dan dapat tercapai apa yang menjadi tujuan administrasi itu sendiri.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan key responden dan responden terkait

indikator memfasilitasi buku administrasi pemerintahan desa, penulis langsung

membahas dalam kesuluruhan buku administrasi pemerintahan desa tersebut.

keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan seperti buku
data peraturan desa, buku data keputusan kepala desa, buku inventaris desa, buku
aparat desa, buku data tanah milik desa, buku data tanah di desa, buku agenda dan
buku ekspedisi, dia menyebutkan bahwa Camat tidak pernah memfasilitasi buku
administrasi desa, seperti buku administrasi umum dan keseluruhan buku

administrasi desa. (Hasil wawancara peneliti pada Rabu 03 November 2021).
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Hasil wawancara selanjutnya adalah terkait buku petunjuk dalam pengisian
buku administrasi umum administrasi penduduk, keuangan, pembangunan dan
Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan seperti petunjuk pengisian buku data
peraturan desa, petunjuk pengisian buku data-keputusan kepala desa, petunjuk
pengisian buku data inventaris desa, petunjuk pengisian buku data aparat
pemerintah desa serta petunjuk-pengisian buku lainnya yang termasuk dalam buku
administrasi umum, administrasi penduduk, keuangan, pembangunan dan Badan
Kemusyawaratan Kepenghuluan Kepala Kepenghuluan menyebutkan bahwa
untuk buku petunjuk dalam administrasi umum tidak ada dilakukan oleh pihak
kecamatan. (Hasil wawancara peneliti pada Rabu 03 November 2021)

Wawancara selanjutnya adalah terkait faktor penghambat pelaksanaan
tugas Camat dalam melakukan pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa
mengenai administrasi umum, administrasi penduduk, keuangan, pembangunan
dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan Kepenghuluan menyebutkan bahwa
faktor penghambat tersebut adalah “Sarana prasarana seperti printer atau laptop yg
rusak, kekurangan data dari pihak RT, dan juga kadang data lambat datang.
Lambat dari pihak desa juga berpengaruh ke pihak kecamatan. (Hasil wawancara
peneliti pada Rabu 03 November 2021).

= Sekretaris Desa “Amrizal”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Kepenghuluan
Darussalam terkait memfasilitasi buku administrasi umum administrasi penduduk,
keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan Kepala

Kepenghuluan seperti buku data peraturan desa, buku data keputusan kepala desa,
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buku inventaris desa, buku aparat desa, buku data tanah milik desa, buku data
tanah di desa, buku agenda dan buku ekspedisi, dia menyebutkan bahwa Camat
tidak pernah memfasilitasi buku administrasi desa, administrasi penduduk,
keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan seperti buku
administrasi umum dan keseluruhan buku administrasi desa. (Hasil wawancara
peneliti pada Rabu 03 November-2021).

Hasil wawancara selanjutnya adalah terkait buku petunjuk dalam
pengisian buku administrasi umum seperti petunjuk pengisian buku data peraturan
desa, petunjuk pengisian buku data keputusan kepala desa, petunjuk pengisian
buku data inventaris desa, petunjuk pengisian buku data aparat pemerintah desa
serta petunjuk-pengisian buku lainnya yang termasuk dalam.buku administrasi
umum, administrasi  penduduk, keuangan, pembangunan dan Badan
Kemusyawaratan Kepenghuluan Sekretaris Kepenghuluan menyebutkan bahwa
untuk buku petunjuk dalam administrasi umum tidak ada dilakukan oleh pihak
kecamatan. (Hasil wawancara peneliti pada Rabu 03 November 2021)

Wawancara selanjutnya adalah terkait faktor penghambat pelaksanaan
tugas Camat dalam melakukan pembinaan.tertib administrasi pemerintahan desa
mengenai administrasi umum, administrasi penduduk, keuangan, pembangunan
dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan  Sekretaris Kepenghuluan
menyebutkan bahwa faktor penghambat tersebut adalah “sarana prasarana seperti
printer atau laptop yg rusak, kekurangan data dari pihak RT, dan juga kadang
data lambat datang. Lambat dari pihak desa juga berpengaruh ke pihak kecamatan.

(Hasil wawancara peneliti pada Rabu 03 November 2021).
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= Kaur Pemerintahan “Masdiyanto”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Pemerintahan di
Kepenghuluan Darussalam terkait memfasilitasi buku administrasi umum
administrasi penduduk, keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan
Kepenghuluan seperti buku data peraturan desa, buku data keputusan kepala desa,
buku inventaris desa, buku aparatidesa, buku data tanah milik desa, buku data
tanah di desa, buku agenda dan buku ekspedisi, dia menyebutkan bahwa Camat
tidak pernah memfasilitasi buku administrasi desa, seperti buku administrasi
umum dan keseluruhan buku administrasi desa. (Hasil wawancara peneliti pada
Rabu 03 November 2021).

Hasil wawancara selanjutnya terkait pemberian petunjuk dalam pengisian
buku administrasi umum seperti petunjuk pengisian buku data peraturan desa,
petunjuk pengisian buku data_keputusan kepala «desa, petunjuk pengisian buku
data inventaris desa, petunjuk pengisian buku data aparat pemerintah desa serta
petunjuk pengisian buku lainnya yang termasuk dalam buku administrasi umum,
Kaur Pemerintahan menyebutkan bahwa untuk buku petunjuk dalam administrasi
umum ada dilakukan oleh pthak kecamatan..(Hasil wawancara peneliti pada Rabu
03 November 2021)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulisi menganalisa jawaban atas
pertanyaan yang diberikan kepada perangkat kepenghuluan Darussalam untuk
indikator pemberian petunjuk bahwa Camat tidak pernah memberikan dan juga
memfasilitasi pengisian buku-buku administrasi kepenghuluan hal ini penulis

buktikan juga dengan observasi kegitan yang telah camat lakukan hanya kegiatan
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sosial seperti pemberian bansos dan pembagian program keluarga harapan. Tidak
adanya kegiatan khusus untuk pemberian petunjuk untuk pengisian buku-buku

administrasi pemerintahan kepenghuluan.
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itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan key responden dan
responden terkait indikator memfasilitasi buku administrasi pemerintahan
desa, penulis langsung membahas dalam kesuluruhan buku administrasi
pemerintahan desa tersebut. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap

responden adalah sebagai berikut:
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Untuk buku administrasi umum, administrasi penduduk, keuangan,

pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan ada beberapa

pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Kepala Kepenghuluan, Sekretaris

tugas Camat

berdasarkan

ngan  Kepala

u administrasi

data tanah .% desa, buku agenda dan buku
ekspedisi, dia menye . : dak pernah memfasilitasi buku
administrasi desa, seperti buku administrasi umum dan keseluruhan buku
administrasi desa. (Hasil wawancara peneliti pada Rabu 03 November
2021).

Hasil wawancara selanjutnya adalah terkait buku petunjuk dalam
pengisian buku administrasi umum administrasi penduduk, keuangan,

pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan seperti petunjuk
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pengisian buku data peraturan desa, petunjuk pengisian buku data
keputusan kepala desa, petunjuk pengisian buku data inventaris desa,

petunjuk pengisian buku data aparat pemerintah desa serta petunjuk

Badan

Jku petunjuk

kecamatan.

penghambat

artib administrasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris
Kepenghuluan Sungai Bakau terkait memfasilitasi buku administrasi
umum administrasi penduduk, keuangan, pembangunan dan Badan
Kemusyawaratan Kepenghuluan Kepala Kepenghuluan seperti buku data
peraturan desa, buku data keputusan kepala desa, buku inventaris desa,

buku aparat desa, buku data tanah milik desa, buku data tanah di desa,
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buku agenda dan buku ekspedisi, dia menyebutkan bahwa Camat tidak
pernah memfasilitasi buku administrasi desa, administrasi penduduk,

keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan

lainnya yang
pistrasi - penduduk,

Kepenghuluan

pemerintahan desa mengenai administrasi umum, administrasi penduduk,
keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan
Sekretaris Kepenghuluan menyebutkan bahwa faktor penghambat tersebut
adalah kurangnya rutinitas atau pengumpulan maupun pengolahan data
sehingga data-data tersebut tidak update. (Hasil wawancara peneliti pada

Rabu 03 November 2021).
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» Kaur Pemerintahan “dedi hermanto”
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Pemerintahan

di Kepenghuluan Sungai Bakau terkait memfasilitasi buku administrasi

duduk, ke angunan dan Badan

“\ EQ“‘ .'a desa, buku

Kaur Pemerintahan
menyebutkan bahwa untuk buku petunjuk dalam administrasi umum tidak
ada dilakukan oleh pihak kecamatan. (Hasil wawancara peneliti pada Rabu

03 November 2021)
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c. Kepenghuluan Sinaboi
Untuk lebih lanjut mengenai hasil wawancara yang penulis lakukan di

Kepenghuluan Darussalam adalah sebagai berikut:

membantu

desa, penulis langsung membahas dalam kesuluruhan buku administrasi
pemerintahan desa tersebut. Adapun hasil wawancara peneliti terhadap
responden adalah sebagai berikut:

Untuk buku administrasi umum, administrasi penduduk, keuangan,

pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan ada beberapa
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pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Kepala Kepenghuluan, Sekretaris

Kepenghuluan, dan Kaur Pemerintahan:

1. Apakah Camat pernah memfasilitasi pengadaan buku administrasi
desa?

gas Camat

administrasi desa. (Has a peneliti pada Rabu 03 November

2021).

Hasil wawancara terkait pemberian buku petunjuk dalam pengisian
buku administrasi umum administrasi penduduk, keuangan, pembangunan
dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan seperti petunjuk pengisian
buku data peraturan desa, petunjuk pengisian buku data keputusan kepala

desa, petunjuk pengisian buku data inventaris desa, petunjuk pengisian
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buku data aparat pemerintah desa serta petunjuk pengisian buku lainnya
yang termasuk dalam buku administrasi umum, administrasi penduduk,

keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan

dengan  Sekretaris

administrasi ~ penduduk, keuangan, pembangunan dan  Badan
Kemusyawaratan Kepenghuluan Kepala Kepenghuluan seperti buku data
peraturan desa, buku data keputusan kepala desa, buku inventaris desa,
buku aparat desa, buku data tanah milik desa, buku data tanah di desa,
buku agenda dan buku ekspedisi, dia menyebutkan bahwa Camat tidak

pernah memfasilitasi buku administrasi desa, administrasi penduduk,
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keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan
seperti buku administrasi umum dan keseluruhan buku administrasi desa

hanya memberikan sosialisasi dan memerintahkan kepenghuluan untuk

keuangan, pembangunan dan Badan Kemusyawaratan Kepenghuluan
Sekretaris Kepenghuluan menyebutkan bahwa faktor penghambat tersebut
adalah kurangnya rutinitas atau pengumpulan maupun pengolahan data
sehingga data-data tersebut tidak update. (Hasil wawancara peneliti pada

Rabu 03 November 2021).
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» Kaur Pemerintahan “Rafika”
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Pemerintahan

di Kepenghuluan Sinaboi terkait memfasilitasi buku administrasi umum

dan Badan

desa, buku

petunjuk dalam

gisian buku data

Q‘ s desa; petunjuk pengisian buku
data aparat pemeri ‘ UK pengisian buku lainnya yang
termasuk dalam buku ministrasi umum, Kaur Pemerintahan
menyebutkan bahwa untuk buku petunjuk dalam administrasi umum ada
dilakukan oleh pihak kecamatan. (Hasil wawancara peneliti pada Rabu 03
November 2021).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada

perangkat kepenghuluan sinaboi penulis menyimpulkan jawaban tersebut
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tidak adanya pemberian petunjuk maupun fasilitas yang diberikan oleh
Camat kepada perangkat kepenghuluan sinaboi hal ini dibuktikan dari
seluruh pertanyaan yang diberikan jawabannya tidak pernah dilakukan
oleh camat, kemudian.didukung juga-dari observasi dan dokumentasi
kegiatan yang tidak di temukan oleh penulis.

Faktor-faktor penghambat’ Penyelenggaraan Tugas Camat Dalam

Membina = Tertib .«*Administrasi... Pemerintahan  Kepenghuluan di
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

Dalam menjalankan tugas ini ada beberapa hambatan yang di hadapi oleh

Camat terutama dalam melakukan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan

Kepenghuluan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada, Kasi Pemerintahan

mengatakan bahwasanya Camat sejauh ini belum ada memfasilitasi buku
administarsi desa, hanya format saja untuk lapoeran penduduk, kemudian
buku-buku tersebut juga dianggarkan di Kepenghuluan masing-masing

sehingga camat tidak dapat melakukan fasilitasi secara langsung.

. Tidak adanya bimbingan khusus mengenai.sesialisasi kearsipan kepada

Desa dari Kecamatan bagaimana untuk peningkatan kearsipan, selanjutnya
dari pihak staff yang ada di Kepenghuluan juga bingung untuk
melaksanakan tugas tertib administarsi pemerintahan daesa karena tidak

adanya bimbingan tersebut.

. Sarana dan prasarana penunjang juga termasuk ke dalam faktor

penghambat seperti printer, laptop bervirus dan tinta yang putus.
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Kemudian adanya kekurangan data dari pihak RT, karena lambat dari Desa
juga berpengaruh ke pihak Kecamatan.

4. Kurangya keingintahuan dalam pelaksanaan tata cara pengisian buku

administras
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

kepentingan masyarakat Desa sehingga Buku Administrasi Pemerintahan

Desa tidak ter isi dengan lengkap di setiap Kepenghuluan yang ada di

Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.
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5.2 Saran
Agar pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Sinaboi

Kabupaten Rokan Hilir dapat dilaksanakan dengan baik dimasa yang akan datang

wR
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dluk
o\
g
&
g
$/

‘D
o
e
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